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BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG
KEPUTUSAN HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN
WAQIF ATAS BENDA WAKAF

A. Analisis Pendapat Ab( hanifah Tentang Keputusan Halkn Sebagai
Syarat Lepasnya Kepemilikan Wagqif Atas Benda Wakaf
Harta secara sederhana mengandung arti sesuatudgpag dimiliki.

la termasuk salah satu sendi bagi kehidupan maxuslania, karena tanpa
harta manusia tidak akan bisa tahan hidup. Olelenigaitu Allah SWT

menyuruh manusia memprolehnya, memilikinya dan nméasdkannya bagi
kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbustiate yang akan
merusak dan meniadakan harta itu. Sedangkan yamnglikieharta secara

mutlak hanyalah Allah SWT yang menciptakan semua \amg ada dalam
alam ini! Firman Allah:

ORx o 4260 N2VGAVAEO00 W 3 R o 8 % 0
CIARNE IO®OD = *Fod QREROSGO GV IAOQOF Do I
VOUORE ¢ Do 3

Artinya: kepunyaan Allah-lah segala yang ada dgitadan di bumi; dan
kep?da Allahlah dikembalikan segala urusan. (Q.b.IRAran :
109

! Garis-Garis Besar FigihJakarta: Prenata Media, Cet. kedua, 2005, him 177

2 Yayasan penyelenggara penterjemahan Al-QurahQuran Dan Terjemahnya
Semarang: Thoha Putra, 1989, him. 93
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Kecendrungan manusia terhadap harta itu begitar ok sering
menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidaturdi dapat
menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hihfiar sesama manusia.

Menurut Abd Hanifah bahwa benda wakaf tidaklah ngla
kepemilikan dari wagqif karena wakaf disamakan dangarang pinjamah.
Dalam akad‘ariyah yang beralih kepemilikan adalah manfaatnya, bukan
barangnya, dan barang yang dipinjamkan tetap rydikg meminjamkan dan
bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Pendapat Abl hanifah tersebut bukan berarti tambabs karena
lepasnya kepemilikan benda wakaf tidak ada nasudb® yang tegas
menyinggungnya. Sehingga pendapat beliau memunctylkadapat—kalau
tidak bisa dibilang kontroversi—yang berbeda dendgma’ lainnya. Selain
itu, menurut Abd hanifah wakaf bukanlah ibadahjbah, karena wakafnya
non muslim dibolehkan.

Bila wakaf dikaitkan tentang status kepemilikan kenaalam wakaf
ada keterbatasan kepemilikan, yaitaqif hanya berhak memiliki barangnya
saja dan penerima wakaf berhak mengambil manfaadayatidak berhak
memiliki bendanya. Begitu juga dalam pinjam menmmjada keterbatasan
kepemilikan. Kepemilikan seperti ini adalah kepdémih yang tidak

sempurna rhilk al-nagish.’ Bila wagif menarik benda wakafnya maka

# Amir Syarifuddin,Ushul Figih Jilid Dua,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,
cet. 5, him. 176

4 Al-lmam 'Alau al-Din Abi Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasaal-Hanafi, Bada'i al-Shonai
Bairut: Daar al-Kutub al-’Amaliyah, Juz 8 t.th.nil 383

®> M. Farug an-Nabahasjstem Ekonomi IslanYogyakarta: Ull Press, 2000, him. 39.
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kepemilikan waqif atas benda tersebut menjadiilku al-tdm (milik
sempurna).

Orang yang berwakaf memiliki hak pengelolaan tesipadarta yang
diwakafkan, mengangkat orang yang mengelola, ddrkdma membagikan
hasil yang diperoleh dari harta wakaf. Semua dakibisa dilakukan apabila
waqif tidak lagi mempunyai hak kepemilikan atas harta gyaelah
diwakafkannya.

Karena wakaf merupakan sedekah manfaat dari bangamp
diwakafkan, sehingga tidak berimplikasi pada petaivan hak milik
sebagaimana sedekahgbah (ditujukan untuk mendekatkan diri kepada
Allah). Karena hanya menyangkut kepemilikan manfeska tidak hilang
kepemilikan sebagaimana pinjam meminfam.

Pendapat AbGl hanifah tersebut menurut penulis asankaan dengan
pengertian kepemilikan, kesamaannya adalah sama-$mbas bertindak
terhadap benda tersebut, sebagaimana dalam &italidadkhal al-Figh al-

‘Ammyang dikutip oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Stujydi
4 sldawy! le.c Sjw\j &MJ\ ¢lgi>
Artinya: Memiliki sesuatu dan mampu bertindak sadabas terhadapny7a.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yaaly menurut

syara’, maka orang tersebut bebas bertindak tephbdada tersebut, baik

® Muhammad Abid Abdullah al-KabisDp.Cit him. 134

" Mustafa Ahmad al-Zarga’ dalam Teungku MuhammadbiHAsh ShiddieqyPengantar
Figih Muamalah Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 4, 2001, hirb.
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akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia send@aupun dengan
perantara orang lafh.

Selain itu pewakaf juga mempunydkhtishash (keistimewaan /
kebebasan) terhadap benda yang diwakafkan, dars beddakukan tindakan
terhadapnyd.Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hik mika
seorang pemegang hak milik diberikan kewenangamkunmenguasainya
secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhsidpapun yang
bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam guasai,
memanfaatkan serta mempergunakan benda terSebut.

Bila benda wakaf sudah menjadhilku al-tdm maka dalam prinsip
kepemilikan disebutkan bahwa kepemilikan atas beneigputi kepemilikan

atas manfaatnya

SNy dnitd) e Lo oy cpall SN O

Artinya: Pada prinsipnyanilk al-‘ain (pemilikan atas benda) sejak awal
disertai pemilikan atas manfaat, dan bukan sebgaikn

Maksudnya, setiap pemilikan benda pasti diikuti gden pemilikan
atas manfaat. Dengan prinsip setiap benda yandildiradalah pemilikan

sempurna. Sebaliknya, setiap pemilikan atas martfdak mesti diikuti

8 Hendi SuhendiFigh Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, him. 33
° Wahbah al-ZuhailyQp.Cit,him 57
19 Kartini Mulyadi dkk, Kebendaan Pada Umumnydekarta: Prenada Media, Cet 1, 2003,

hal. 191

1 Mustafa Ahmad al-Zarq@p.Cit, hal. 269
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dengan pemilikan atas bendanya, sebagaimana ygadi tgada pinjaman’ (
ariyah).*?

Walaupun Abl hanifah berpendapat kalau benda yamgkdfkan
tidak lepas kepemilikannya damaqif, namun pendapat tersebut mendapat
pengecualian dari Ab( hanifah, yakni adanya keputigkim.

Dalam kitab Ulama’ Hanafiyyah yang meriwayatkannyperti

dalam kitabFathul Qadiryang berbunyi:
B 4 K4 01V gl e Gl Sle Jo Y tdiee pl JB

Artinya:  AbQ hanifah berkata “tidaklah hilang kepkkan wagqif dari benda
wakafnya kecuali ada keputusan dari hakim”.

Ulama’ Syafi'iyyah yang sama pendapatnya dengan mdla
Hanabilah, dan pendapat mereka sama dengan perdepatMadzhabnya.
Menurut mereka tentang lepasnya kepemilikan tidaklerus adanya
keputusan hakim. Sebab, wakaf di Qiyaskan dengamemtzkakan budak
dan sedekah. Karena wakaf dan memerdekakan budualsetiekah sama-
sama mempunyai implikasi yang sama, yaitu leparkéikan dari orang
yang mempunyai budak atau barang yang disedekdhiendapat mereka
bahkan didukung oleh pengikutnya Abu hanifah sewpditu Abu Yusuf dan

Syaikh Muhammad®

12 Ghufron A Mas’adiFigh Muamalah Konstektualakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002, him 68

13 Al-iImam Kamal al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid &@f@si, Op.Cit, him. 188.
4 Dr. Abdullah Abid al-KabisiOp.Cit, him. 135-136
15 Al-lImam Kamal al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid &@l@si, Op.Cit, him. 189
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Pendapat Ulama’ Syafi'iyyah dan Hanabilah dalam afakdak
mengenal istilahmilk al-naqish atau milik yang tidak sempurna. Yaitu
memiliki barangnya saja tanpa bisa memanfaatkam laita memanfaatkan
saja tanpa memiliki benda sebagaimana pinjam maminjSebab Baik
Syafiiyyah maupun Hanabilah apa bila syarat dakumnuwakaf sudah
terpenuhi maka kepemilikan benda wakaf lepas dagifwDan pendapat ini
dinilai pendapat yang lebih benaashol). Karena pendapat tersebut juga
didukung oleh ulama’ dari golongan zaidiyyah, Hangath, Dhahiriyyah dan
Ja'fariyyah®®

Ulama Malikiyah berpendirian bahwa perbuatan mevkake tidak
bersifat memindahkan hak dari milik wagif, tetaparta itu mempunyai
ketentuan-ketentuan baru setelah ikrarnya diucapkatu tidak boleh dijual,
tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan tidak boleh ditarik kembali
menjadi milik pribadi. Mereka menggunakan dasarunukdengan hadits,

dimana Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bint&ihat

L‘Sd@jwiwwdl

Artinya: “Jika kamu mau, maka boleh kamu tahan Bola dan sadagahkan
hasilnya”

Pengertian “menahan pokok” berimplikasi bahwaaarakaf masih
dikuasai wagqif, tidak dikuasai mauquf ‘alaih, demdeetentuan tidak boleh

dijual, dihibahkan dan diwaris, maka wagqif tidakbe menggunakan benda

'8 Dr. Abdullah Abid al-KabisiOp.Cit,him. 135
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yang telah diwakafkannyd.

Ulama’ Malikiyah tidak men-giyaskan wakaf dengannmeedekakan
budak dan sedekah sebagaimana Ulama’ Syafi'iyyah tatak pula men-
giyaskan dengan barang pinjaman sebagaimana Aliialnan

Dalam pernyataannya di atas, Ab0 Hanifah memilikirhadalam
lepasnya kepemilikan karena:

1. Perkara yang diputuskan hakim merupakan hasiagtih

2. Keputusan hakim menghilangkan persengketaan yamt ad

3. Wakaf yang diputuskan oleh pengadilan, yaitu apadia persengketaan
mengenai suatu harta wakaf yang tidak dapat diteetkbali oleh orang
yang mewakafkannya atau oleh ahli warisnya. Sedanglengadilan
memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf yatak bisa lagi
dimiliki oleh wagif maupun ahli warisny&.

4. Wakaf yang diputuskan oleh hakim karena hakim memauvewenang
untuk diikuti keputusannya. Dan setiap orang hameagikuti keputusan
hakim, walaupun orang tersebut berbeda pendapaterygan pendapat
hakim?°

Menurut Abdul Manan, putusan yang telah memperdekuatan
hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagudan yang bersifat pasti

bersifat mengikat. Pada prinsipnya putusan pergyadihakim) itu untuk

7 Al-lmam Kamal al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid &@l@si, Op.Cit, him. 189
'8 Wahbah al-ZuhailiQp.Cit, him. 7599

¥ H. Ismail Muhammad Syah, dklEjlsafat Hukum IslamYakarta: Sinar Grafika Offset,
Cet. Ketiga, 1999, him. 241

20 |pid, him. 142
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menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagainyamg mereka
kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebutishéunduk dan patuh
kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadtian.

Pendapat AbG hanifah di atas bila ditinjau dari a&gd adalah Akad
jabariyyah, yaitu: akad-akad yang harus dilakukanddsarkan keputusan

hakim?? Pengertian akad sendiri adalah:

22 3 on\ J.@ng @f&ﬁ a9 le& J}..E.: ol b))

Artinya: Perikatan ijab dan Kabul secara yang disikan agama
nampak, bekasannya pada yang diakadkan itu.

ljab dan Kabul atau yang di sebut dengaighatul agdidapat dalam
bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisamuh semua bentuk ijab
dan gabul itu mempunyai nilai kekuatan yang s&mBalam keputusan
hakim berbentuk perkataan dan perbuatan hakim..

Dengan kita memperhatikan pengertian akad, dapatkia
mengatakan, bahwa akad itu suatu perbuatan yarggjsedibuat oleh dua
orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akadnengikat para
pihak® Mengikat antara orang yang bersengketa tentangnkiigan benda

wakaf.

2L Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PeeadiAgama,

Jakarta: Prenada Media, 2005, cet.3, him 309

“Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddigyp.Cit, him. 14
23 Mustafa Ahmad al-ZargaQp.Cit, Juz 1, hal. 246.ihat Juga, Abdullah al-Dar’an,

Op.Cit, hal. 298

24 Abdullah al-DaranOp.Cit, him. 217
% Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddie@y.Cit, hal. 28
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Dalam kitabBadai’'u al-Shanéi'disebutkan bahwa, apabila lepasnya
kepemilikan dikaitkan dengan keputusan hakim, miadak ada perbedaan
diantara Ulam&®, baik dari kalangan Malikiyyah, Syafiiyyah maupun
Hanabilah. Sedangkan yang membedakan pendapat Abiialh dengan
Ulama’ yang lainya tentang lepasnya kepemilikandaewakaf kaitannya
dengan keputusan hakim adalah, kalau Ab( hanifamaméang wakaf
sebagai sedekah manfaat dan tidak hilangnya kejgamildari waqif
sebelum ada keputusan dari hakim. Sedangkan Ulgang lain ketika akad
terjadi maka lepaslah kepemilikan benda wakaf walautanpa keputusan
dari hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 226 tergan
penyelesaian perselisinan benda wakaf, berbunyi:

“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangé&rsoalan
benda wakaf dan nadhir diajukan kepada pengaddama setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbeasiagu.”’

Mengenai persengketaan wakaf juga diatur dalam kipdadang
perwakafan pasal 62 ayat 1 dan 2 No 41 tahun 2804 gerbunyi:

“Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh meflalusyawarah

untuk mencapai mufakat.” Sedangkan ayat 2 berbunyi‘Apabila

28 Al-lmam 'Alau al-Din Abi Bakar Ibnu Masud al-Kasiaal-Hanafi, Bada'i al-Shonai’
Bairut: Daar al-Kutub al-’Amaliyah, t.th., him. 8383

21 , Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Rwpublik hekia,

Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang RI.No. 3itfa 2006 Tentang peradilan Agama,
Yakarta: Presindo, 2009, hal. 201
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penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud patdlayalak berhasil,
sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, aghigtau pengadila®

Menurut penulis, barang yang akan diwakafkan dikaa terlebih
dahulu di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar WakBA(®V), sebab benda
wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dipersatgkan, ditarik kembali
apalagi dibatalkan. Sebagaimana dalam Undang-Undamngim wakaf
disebutkan :

“Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatatkah

Setelah adanya keputusan dari hakim maka wagqik ttdampunya
kepemilikan harta yang diwakafkan. Benda terselmlangutnya menjadi
milik Allah (milkun muabbadun lillah Dengan dasamilkun muabbadun
lilah maka benda wakaf tidak bisa diwariskan, dihibahdan diperjual
belikan.

Kalau dicermati, untuk kontek sekarang bahwa pestdapd hanifah
di atas masih umum tentang hakim pada tingkataryapg bisa memutuskan
tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf. SebalanDkitabnya Wahbah
al-Zuhaili yang menyebutkan bahwa bila ada persetagk antara wagqif dan
nadhir tentang status kepemilikan benda wakaf. rggfai waqif dan nadhir
mengadukan perkaranya kepengadilan. Dan hakim nuskarit akan

lepasnya kepemilikan benda wakaf terséBut.

28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wald9, hal 27-28
# bid, him. 5
% Wahbah al-ZuhailiQp.Cit, him. 7599
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Apa yang disebutkan Wahbah al-Zuhaili tersebut wetan contoh
atau kasuistik. Sehingga tidak bisa dibuat kesiampaldanya keputusan dari
hakim tentang lepasnya kepemilikan benda wakaf shanelalui jalur
perselisihan antara waqif dan nadhir.

Menurut penulis, tanpa menunggu adanya keputus&mhbenda
wakaf bisa lepas dari kepemilikan dari waqif, nmyal melalui sertifikat
benda wakaf yang didaftarkan ke Pejabat Pembuad Akar Wakaf yang
disingkat PPAIW, pada tingkatan kecamatan lewat KURejabat yang
menyelenggarakan urusan wakaf, Kepala seksi LemKagangan Syari’ah
(LKS) dan Notaris. Sebagaimana yang diatur dalasalga/ ayar 1, 2, 3 dan
4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang petfaaka

Ayat 1. ” PPAIW harta benda wakaf tidak bergerakupa tanah
adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyeleagga urusan wakaf.”
Ayat 2: “PPAIW harta benda wakaf bergerak selainguadalah kepala KUA
dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh mentededangkan pada ayat 3:
“PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang addégabat Lembaga
Keuangan Syari’ah paling rendah Kepala Seksi LK&gyditunjuk oleh
menteri.” Dan pada Ayat 4. “Ketentuan sebagaimaaagydimaksud pada
Ayat 1, 2 dan 3 tidak menutup kesempatan bagi wakifik membuat AIW
di hadapan notaris.”

Kesimpulannya dari uraian di atas adalah, setiambpe yang
mempunyai kewenangan untuk membuat akta ikrar wakafain hakim di

Peradilan Agama untuk memutuskan lepasnya kepeamililari waqif—maka
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ia bisa disebut hakim. Sebab dalam literatur-liter&itab Hanafiyyah tidak
ada riwayat dari Aba hanifah yang menyebutkan hageperti apa yang
mempunyai wewenang dalam perwakafan.

Jadi untuk kontek sekarang, pendapat Ab( hanifateliat yang
dimaksud hakim bisa PPAIW, LKS, Notaris dan PeeadiRgama bila ada

sengketa kepemilikan benda wakaf .

. ANALISIS ISTINBAT HUKUM ABU HANIFAH TENTANG

KEPUTUSAN HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA
KEPEMILIKAN WAQIF ATAS BENDA WAKAF
Dari penjelasan sub bab di atas ada dua hal mewdithanifah

yaitu: pertama pendapat AbQ hanifah tentang tidak lepasnya k#igam
wagqif atas benda wakaf, sebab wakaf merupakan abdrknfaat dari barang
yang dimanfaatkan, maka ia bersifat tidak tetaghagaimana pinjam
meminjam f@riyyah). Kedug walaupun wakaf dinilai tidak tetap atau tidak
hilang kepemilikan, namun ada satu riwayat yang ungnAbd hanifah
wakaf dinilai tetap apabila ada keputusan darirnaki
Istinbat dari pendapat AbG hanifah bahwa wakaf ktidalang

kepemilikannya yaitu bisa dilihat dari pengertiaakaf itu sendiri, yaitu

wakaf sama dengaariyah (pinjam meminjam§’

3L Al-Imam Kamal al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid &k&i, Op.Cit, him. 188



70

Pendapat Ab0 hanifah yang menyamakan wakaf dengaandp
pinjaman seperti dalam kitdkathul Qadir menggunakan lafadBimanzilatil
‘Ariyati (kedudukannya sama dengan pinjaman) dan dalam Fidgioil Islam
Waadillatuhu menggunakan lafadiKal'ariyati (seperti barang pinjaman).
DalamQiyaslafadhBimanzilahdan lafadiKa menurut Imam Malik bin Anas
seperti yang dikutip Muhammad Roy adalah lafadhgydigunakan untuk
menyamakan denga-Ashlu(‘ariyyah).*

Menurut penulis, tanpa mengurangi rasa’dhim terhadap Abd
hanifah, bahwa beliau menyamakan wakaf deng@ayah terdapat beberapa
kerancuan:

1. Ditinjau dari kepemilikan, menurut hukum dasar, y@amanya harta sah
dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan wkntumum, misalnya
wakaf dan fasilitas umurfi. Sedangkan pendapatnya Ab{ hanifah wakaf
yang belum ada keputusan dari hakim tetap dinol&hwagqif.

2. Secara terminologi wakaf adalah mendfiarmenahan benda yang
diwakafkan untuk selama-lamanya dengan tujuan nhextkien diri
kepada Allah. Sedangkaf@riyah adalah mengalihkan benda dengan
jangka waktu yang telah ditentukan. Dari pengertigasebut, antara wakaf

dan ‘amempunya perbedaan jangka waktu. Jangka wd&tiyah

%2 Anas Bin Malik dalam Muhammad Royshul Figih Madzhab Aristételes, Pelacakan
Logika Dalam Qiyas Ushul Figjl¥ogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, him. 39.

% M. Farug an NabahaBjstem Ekonomi IslanYogyakarta: Ull Press, 2000, him. 39.

3 Syaikh zainuddin al-Malibarifathul Mu’in Bi SyarhiQurrotul ‘Ain,Semarang: Thaha
Putra, t.th, him. 87
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ditentukan pada awal akad sedangkan wakaf menurithanifah, kapan
sajawagqif bisa mengambil benda wakafnya.

Sedangkan istinbath yang digunakan Ab( hanifatatgnkeputusan
Hakim adalahal-Maslahah al-Mursalah Al-Maslahah al-Mursalahadalah
maslahah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushumlaslahah mursalah
diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan daghri’ dalam wujud
hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, gisgntidak terdapat
dalil yang membenarkan atau menyalahk®taslahah Mursalahdisebut
mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatab@nar atau salafi.

Tidak ada riwayat yang menyebutkdtaslahah Mursalahdalam
istinbatnya Abu Hanifah tentang lepasnya kepemilikeenda wakaf yang
dikaitkan dengan keputusan hakim. Ini adalah amglenulis. Oleh karena itu
penulis bisa mencermati dalam beberapa hal:

1. Secara umum tujuan syariat atau yang disebatjashid al-syari’ah
adalah untuk kemaslahatan manusia.

2. corak pemikiran Abu Hanifah adaléhal-ro’yi. Sedangkan Ulamahlu
ro’yi atau yang dikenal dengan Ulanhlu al-Iraq dalam istinbatnya
selain berpegang pada al-Quran dan hadits jug@egang Qiyas
Istihsan Maslahah MursalaldanUrf.

3. Tidak ada nash baik al-Qur'an maupun Hadits yangyeieutkan tentang
lepasnya kepemilikan benda wakaf yang dikaitkangdenkeputusan

hakim.

% Abdul Wahab Khalafilmu Ushul Figih (Terj) Bandung: Gema rizala press, cet 1, 1996,
him. 143.
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4. Tidak bisa memakai giyas karena tidak bisa memerulkuin giyas yakni
al-ashly al-far’'u, hukmal-ashl danillat. Pakai giyas tidak bisa apalagi
istihsan.

5. Keputusan hakim tujuannya adalah untuk kemaslahatan

6. Kemaslahatan yang tidak ada nashnya namun nash jloigk
melarangnya disebmaslahah mursalah

Dalam penelusuran penulis, tidak ada pernyataam yagas yang
menyatakan bahwa hilangnya kepemilikan benda wkiannya dengan
keputusan hakim dalam literatur Hanafiyyah yastinbatnya memakai
maslahah mursalalNValaupun tidak ada pernyataan yang tegsbat yang
digunakannya juga tidak bisa dipahami bahwa Abdfaartidak memakai
maslahah mursalah

Aturan wakaf yang diterapkan dalam Hadits amattatikit sehingga
Ulama’'menetapkan aturannya berdasarkan Ijtihad ydisgndarkan pada
Qiyas istihsan istishlah(maslahah mursalghdan‘urf.*

Fugaha’ Irak merupaka pelopor dari pendapat yanggatakan
bahwa hukum syara’ itu bertujuamaslahahdan dibina atas dasdliat yang
menjadi sarana diduga kuatnya bagislahah Mereka berpegang pada rasio
nash dan jiwanya dan banyak sekali mereka menadmdlkohir nash dengan
landasan rasio damaslahahbagi tujuansyara’. Maka jauh sekali bahwa
golongan hanafiyyah yang merupakan pimpihagaha’ Irak tidak berpegang

pada ishtishlah Merekapun berpegang padstihsan Sedangkan istihsan

% Wahbah ZuhailiQp.Cit, him. 7630
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tersebut mereka sandarkan landaskan pada dlarurat dan mashlahah
Maka jauhlah jika dikatakan mereka tidak berpegpadaiistishlah (al-
Maslahah al-Mursalah

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal beserta pemgideduanya
berpendapat bahwastishlah merupakan salah satu metode yang dipakai
untuk menggali hukum yang tak terdapat ketentuakummmya dalam nash
atau ijma’ dan bahwanaslahat mursalatadalah maslahat yang patut atau
boleh dijadikan landasan istinbat hukum

Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa ktidsoleh
beristinbat hukum denganaslahah mursalgtkarena sama dengatihsan
yaitu mengikuti hawa naf8( Yang di maksud menolakaslahah mursalah
sebagai istinbat adalahaslahahyang hanya disandarkan pada hawa nafsu.

Sedangkan Abd hanifah sendiri dalam igiebat menggunakan
maslahah mursalaff Jadi tidak bisa disangkal kalau Ab( hanifah dan
pengikutnya tidak menggunakaraslahah mursalah

Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan httukomnya
adalah untuk kemaslahatan manusia, baik kemasalatttdunia maupun
kemaslahatan di akhirat, dalam Firman Allah:

CO#PEOEG +RO »00OEERIGIL Ao 6260
20V 0 ORE O A Dol erw

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkariuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.

37 Sulaiman AbdullanSumber Hukum Islamdakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Pertama,
1995. him. 145-146

% Abdullah al-Dar'anal-Madkhal Lilfighi al-Islami, Tarikhuhu, Qawa’iduh Mabadiuhu
al’Ammah,Riyadh: al-Taubah, 1993, hal. 134
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Kaitannya dengammaslahah mursalghada dua istilah yang biasa
dipakai oleh Ulama’ ushul, yaitwal-Ishtishlah dan al-Mashlahah al-
Mursalah Secara semantik kakshtishlahberarti mencari kemaslahatan atau
kebaikan. Sedangkaal-Maslahah al-Mursalahkemaslahatan-kemaslahatan
yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajignrhwntuk persoalan-
persoalan yang tidak dinyatakan dalam nash. Dewngamkian perbedaan
istilah ini tidak membawa pada konsekuensi perbedaaotasi. Oleh sebab
itu, pada umumnya mereka sependapat bafshtishlah atau maslahah
mursalahadalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yahgmbada
nashnya dengan memperhatikan kepentingan maslgalatj memelihara
Agama, Jiwa, akal, keturunan dan hétta.

Jumhur Ulama’ mengajukan pendapat bahwaslahah Mursalah
merupakan hujjah syari'at yang dijadikan metode Ipeamukan hukum
mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya éidaldalam nash, ijma’,
kias, atau istihsan, maka disyariatkan dengan mera@n maslahah
murslah®
Dalam menggunakarMaslahah Mursalah sebagai hujjah dalam
pembentukan hukum, ulama’ bersikap sangat hati-Batiingga tidak
mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafeu. Berdasarkan
hal itu, maka Ulama menyusun syarat-syakédslahah Mursalahyang

dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syaredtdgasebut adalah:

% Dede RosyadaHukum Islam Dan Pranata SosidPT. Raja Grafindo Persada, Cet.
kelima, 1999, him. 53-54

“ibid
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1. Harus benar-benar membuahkawaslahahdan tidak didasarkan dengan
hawa nafsu atau mengada-ada. Maksudnya ialah agmrdbwujudkan
pembentukan hukum tentang masalah atau peristivag yaelahirkan
kemanfaatan dan menolak kerusakan.

2. Maslahahitu sifatnya umum bukan maslahat perorangan atmpok.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak
berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetasardan ijma**

4. Tidak diakui maslahahyang berdasarkan perkiraan walaupun sebagian
orang memandang perlu dimasukkannya dalam ketentwathang-
undang®?

Sedangkan tujuan damnaslahah mursalahsebagai hujjah dalam
pembentukan hukum adalah untuk:

1. Memelihara Agama
Agama adalah yang harus dimiliki oleh manusia sapagrtabatnya dapat
terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yaam, dan juga untuk
memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kekhunsbo@gi manusia,
merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi &kagamalah yang
dapat menyentuh ruhani manusia. Allah memerintatki@nuntuk tetap

berusaha untuk menegakkan agéta.

GO O o 88 HxEQ Mo Forde RINOKE 27 LSO
VOR A Lo S €0 LomD€s DRORE

“bid, hal. 146

“2 Sulaiman AbdullahSumber Hukum Islam, Permasalahan Dan Fleksibilijasdakarta:
Sinar Grafika, 1995, him. 153

43 ]smail Muhammad Syah, dkkQp.Cit, him. 67
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Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tegtagama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Keahiyukan
kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepaadniin,
Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan jangakéahu
berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orasggomusyrik
agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah rkekepada
agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan membeitinpek
kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-N¢ay. al-
Syura : 13)

2. Memelihara Jiwa

BURCOE-@7 OxEQ LA Lo v u FigloOlm LE L 16)
JA<HAEOREr 2O e A<HAERO> A0 BX-MOA2L
......... (L 2o
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharatiimu dan keluargamu
dari api neraka .......... (Q.S al-tahrim : 6)

3. Memelihara Akal
Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yangmbedakan
manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah mekgadmanusia dalam
bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentakhluk-makhluk
lainnya. Kedua, yaitu akal

MR« HITOBOGE “o ¢ @ CHOREHAS $0O+Qvw
Ha[OFEAN NIORESCSIK - Jok 10 Ju [0S

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan mandslam bentuk yang
sebaik-baiknyaQ.S. al-Tin : 4)

4. Memelihara Keturunan
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5. Memelihara Hart4?
Meskipun pada hakikatnya semua harta benda iturikggaun Allah, namun
islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Olebrkamanusia sangat
tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusalyakaengan jalan
apapun, maka islam mengatur supaya jangan samjidiebentrokan
antara satu sama lainnya hanya untuk merebutkaaniyar
Pemaparan penulis padatinbanya AbU hanifah bukan berarti
pembatalan ijtihad dengan ijtihad, yakgiyas dibatalkan dengamaslahat

mursalahseperti dalam kaidabh:
Bslgm YU 2zny slgeYl

Artinya: ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan igih
Sedangkaristinbat AbG hanifah bila dilihat dari metode ushul figih
bisa dilihat dengan cara:
1. Merupakan bentuknukhashisit® Mukhashishseperti pernyataannya Ab

hanifah menempatmukhashish muttashilsebab berhubungan langsung

dengan lafadh sebelumnyaads)! - & Casls)l Slle Jg3 V).

Mukhashish muttashiltersebut menempatMukhashish muttashil

istitsnd, karena dalam takhsishnya menggunakdat istitsna’yang berupa

4 Muin Umar dkk,Ushul Fuquh J Jakarta: IAIN Jakarta, Cet.2, 1985, hal.147

5 Jalal al-Din abd al-Rahman Ibnu Abi Bakar al-Sinddalam Jaih Mubarakkaidah
Figih: Sejarah dan kaidah-kaidah Asadakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him. 163.

% Nazar BakriFigih Dan Ushul Figih Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet keempat, 2003
him. 211
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illa (kecuali)*’ Yaitu dari lafazmanfi menjadi lapadzitsbaf®. Adapun

mustatsnanydberbentukmanf) adalah lafaz_a3ell & Cadledl e Jo3 Y

adatistitsna’nyaadalah lafa2y! dan mustatsna minhunyéberbentukitsbai)

adalah S« S O,

2. Juga bisa dipahami dengltathum Mukhalafalmaka jadinya adalah:

S ¢.<.>”- bl e Casledl Slle Jo5 (hilanglah kepemilikan wagif atas

benda wakafnya dengan adanya keputusan hakim)

kesimpulannya, pernyataan Abld hanifah tidak menkzatagiyas
menyamakan dengaériyah masih berlaku sebelum ada keputusan hakim,
yakni tidak hilangnya kepemilikan dari waqif atasnbda wakaf. Kecuali,
hilangnya kepemilikan karena ada keputusan hakiam Keputusan hakim
istinbatnya dengamaslahah mursalah

Disinilah pentingnyanaslahah mursalaklalam pembentukan hukum
islam, bila dikaitkan dengan keputusan hakim madaukusan hakim tersebut
bersifat tetap dan mengikat para pihak supaya tadkk persengketaan yang
menimbulkan perpecahan umat.

Prinsip kemaslahatan dalam kehidupan manusia agailasip pokok

yang harus dijunjung manusia agar ia terhindar Kesulitan dan dengan

47 | bid
“81bid, him. 213
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sendirinya, ia mendapatkan kemaslah&faherbentuknya maslahah dalam
keputusan hakim adalah untuk memelihara Agama, gisvahartaMaslahah
seperti ini menempaitnaslahahdhardry.

Maslahah dharuriyyahadalah kemaslahatan yang keberadaannya
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artikgfaidupan manusia tidak
punya arti apa-apa bila satu saja dalam prinsig Yiam itu tidak ada. Segala
usaha yang secara langsung menjamin atau menupu kEzeradaan lima
prinsip tersebut adalah baik atmashlahahdalam tingkatdharGry. Karena
itu Allah memerintahkan manusia melakukan usahai h@gmenuhan
kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindaeg secara langsung
menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusakatyadgantara lima
unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allakelangrangnya.
Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah itu addbaik atau maslahah
dalam tingkadharairy.>°

Suatu maslahah bila kemaslahatannya dan telah sejalan dengan
maksud pembuat hukurfsyari’), maka menggunakamaslahahtersebut
berarti telah memenuhi tujuayar’i, meskipun tidak ada dalil khusus yang
mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untugnetapkan suatu
kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan benattilaikan tujuan
yang dimaksudsyari’. Melalaikan tujuarsyari’ adalah suatu perbuatan yang

batal. Karena itu dalam menggunakaaslahah mursalalitu sendiri tidak

49 Jaih Mubarok,Kaidah Figih: Sejarah dan Kaidah-kaidah asa¥iakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002, him.

0 Amir Syarifuddin,Op.Ci5, him. 349
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keluar dari prinsip-prinsigyara’, bahkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip
syara’>*

Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan huiidak boleh
menggunakan metodeaslahah mursalak-dalam hal ini adalah istinbat Abd
hanifah tentang keputusan hakim—maka akan menearpatinmat dalam
kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kerhadauntuk hamba-Nya
dan menjauhkan kesulitan

Maslahah yang telah memenuhi syarat dan sesuai denganntujua
syara’, sebagaimana dalam pembahasan ini, ditinjau dari ksdgatannya
menempati maslahalllarQriyyah®® Sebab kemaslahatan yang berkaitan
dengan keputusan hakim adalah kemaslahatan yang kelperadaannya
sangat dibutuhkan manusia; artinya, kehidupan nianigek punya arti apa-
apa bila satu saja dari prinsip lima—seperti yaglght penulis jelaskan di
atas—tidak ada.

Tujuan Primer dlarQry) ialah tujuan yang mesti ada demi adanya
kehidupan manusia. Apabi latujuan itu tidak tercapmaka akan
menimbulkan ketidak tetapan kemaslahatan hidup siardi dunia maupun
di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendigebdtuhan hidup yang
primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanyaal tujuan hukum islam

yang disebual-dlordriyyah al-khomsahatau disebumaqgashidu al-syari’ah

*!bid, him 361
%2 Amir Syarifuddin,Op.Cit, him. 348
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yaitu lima tujuan yang telah disepakati oleh pdeana’ >® sebagaimana yang
telah penulis sebukan di atas
Adapun bentuk kemaslahatan dalam putusan hakirartgrnepasnya

kepemilikan benda wakaf adalah:

RESEFTIPEIPUEY
Artinya: dan keputusan hakim menghilangkan perbedaa
Lepasnya kepemilikan waqif atas benda wakaf yaiitgrikaya dengan

keputusan hakim adaldtifdhu al-méal(menjaga harta), supaya benda tersebut

bisa dimanfaatkan oleh orang banyak yang sesugaticinjuan wakaf.

3 Juhaya S. Prajailsafat Hukum IslamBandung: LPPM Universitas Islam Bandung,
1995, him. 10

**Wahbah al-ZuhailiQp.Cit, him. 7599



